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PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

o

BUPATI REMBANG

bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, dan
untuk menjaga ketertiban, keamanan serta keindahan kota,
dipandang perlu melakukan pengaturan dan penertiban yang
lebih efektif atas segala bentuk penyelenggaraan reklame;

bahwa dengan diberlakukannya Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka
perlu adanya  keterpaduan  operasional terhadap
penyelenggaraan reklame;

bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 515 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame,
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan potensi yang
berkembang dewasa ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, hurub b dan huruf ¢ perlu mengatur kembali
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan [Lembaran
Negara Nomor 4048);



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara 4022);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang
Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan,
Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [I Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

I1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun
2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG  TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
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3. Ul_ldang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

4. ”ndang-[,lndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundﬂng—undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389):

5. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 12, Tambahan [_embaran Negara Nomor 4428).

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara 4022);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang
Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan,
Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang
Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

I'l. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun
2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;

[2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI REMBANG  TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME




3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomior 3691);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 12, Tambahan LLembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara 4022);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan LLembaran Negara Nomor 4138);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan,
Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

I1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun
2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara 4022);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang
Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan, Kerapihan,
Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Rembang
Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame:

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun
2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, jo
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan im yang dimaksud dengan :

*. Daerah adalah Kabupaten Rembang;

Pemenntah adalah Pemenntah Kabupaten Rembang;,

Bupat adalah Pupath Rembang;,

Pejabat adalah  pegawan yang diben tugas tertentu dh

bidang perpajalzan daerah sesua Peraturan Perundang -

undangan yang berfaku,

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar adalah Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang;

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Rembang;

7. Dinas Panwisata dan Semi Budaya adalah Dinas Panwisata
dan Seni Budaya Kabupaten Rembang;

8. Kantor Kebersthan dan Pertamanan adalah Kantor
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rembang;

9. Satuan Polisi Pamong Prgja vang disingkat SATPOL PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang;

10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai
Negen Sipil tertentu yang diben kewenanngan khusus oleh
Undang — undang untuk melakukan penyidikan.

11. Reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yamg
menurut bentuk. susunan dan corak raganmya untuk tujuan
komersial, vang dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan sesuatu barang jasa atau
orang vang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan /
atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali vang
dilakukan oleh pemerintah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besamya
pajak yang terutang den wajib dibayar oleh penyelenggara
reklame selaku wajib pajak

13.Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
SSPD adalah Surat yang dipergunakan olech wajib pajak
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vang
terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Bupai ;.

14 Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar vang
selamutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan
Pajak yang menentukan besammya jumlah pajak vang
terutang.  jumlah  kredit aL jumlah  kekuramgan

pembavaran pokok pejak. lm1w semksi admimstrasi dan
JHEHISIH SEHE HIEIH HEHE SEYER -

B 1S -



15. Surat Ketetapan Paal: Daerah Kurang Ravar Tambahan
vang selamumya chsingkat  SKPDKBT adalah  Surat
Ketetapan Paak yang menentukan tambahan atas jumiah
paak yang telah ditetapkan:

16. Surat Tagihem Pagjak Daerah yimg selamumya chsmghat
STPD adalah Surat untuk melalukan tagihan pajak dan
atem sank=1 administrast berupa bunga dan arem denda

BAB 1I
WAIIB PAIAK DAN OBYEK PATAK
Pasal 2

(1) Setiap Badan / lembaga sosial kemasyaratam / kepamtiaan
atam perorangan yang melalukan kegiatan pemasangan /
pendinan / selebaran yang dapat dikatagonkten  atam
disamal-an sebaga bentuk rekdame dipungut pajal: reklame:

(2) Dikecualikan dan pengenaan Pajak Reklame dimaksud ayat

(1) adalal .

a penvelenggaraan relkdame yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerntah Propinsi dan atau
Pemerintah Kabupaten / Kota;

b. penvelenggaraan reklame melalui media massa cetak
atau elektronik.;

BAB 111
JENIS PAJAK REKLAME
Pasal 3

Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1)
meliputs -

reklame papan / billboard’ megatron:,
reklame kain / spanduk:

reklame melekat / stiker/ kertas tempel
reldame selebaran

reklame berjalan termasuk pada kendaraan
reklame udara / balon udara;

reldame suara:

reklame film / shde:

reklame peragaan.

o o

R 6



BAB IV
TARIP DAN PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

(1) Tanp paak ditetapkan sebesar 25 % ( dua puluh lima

persen ) dan Nilai Sewa Reklame ( NISR );

(2) Nila Sewa Reklame ( NSR) sebagaimana dimaksud ayat

(1) sebaga dasar pengenaan pajak memperhn tungkan
perkalian faktor — faktor -

a mla strategss lokasi pemasangan;

b. jenis reklame;

¢. ukuran rekdame;

d. jangka waktn pemasangsn;

e. mla standart jenis reklame.

Pasal S

Nilan strategis lokasi pemasangzn reklame dan tabel penetapan
MNila Sewa Reklame ( NSR) sebagaimana tersebut dalzm
Lampiran | dan 11 Peraturan Rupati 1, dengan ketentuan :

a

b,

ukuran luas dihitung paling sedikit setiap 1 ( satu ) meter
persegi.

jangka waktu pemasangan dihitung sampai dengan batas
waktu sebagai berilaut -

- 1s/d 7 hari ( mingguan );

I minggu s/d 1 bulan;

1 s/d 3 bulan:

3 s/d 6bulan.

6 s/d 9 bulan;

9 s/d 12 bulan:

Pasal 6

Nilai strategis lokasi pemasangan tidak diperhitungkan untuk
jenis reklame:

a

b

C.

d

e
f

reklame selebaran:
reklame berjalan:
reklame udara:
reklame suara;

. rekdame film / shide.

reklame peragaan.



BAB V
TATA CARA PEMASANGAN
Pasal 7

(1) Pemasangan segala bentuk dan jenis reklame obyek pajak
maupun reklame yang dikecualikean dan obvek  payak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),  harus
memperhatikan aspek keamanan, keterthban, kebersihan
dan keindahan hnglunpgan serta pada lokast — lokmast
strategis yang telah ditetapkan;

(2) Lokasi strategis pemasangan reldame dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan lokast jalan, klasifikas: lokas:
dan score sebagal dasar perhitungan penetapan Nilan Sewa
Reklame ( NSR ).

(3) Khusus reklame melekat / stiker / kertas tempel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
pelaksanaannya diatur sebagai berikut

a pemasangan dan / atan penempelan tidak menggangou
kebersihan dan keindashan kota / lingkungan seperti
menempel tidak teratur pada dinding / tembok toko /
Kos tanpa sei zin permliknya;

b. jumlah dibatas tidak melebihi S00 lembar;

¢. dialokasikan pada kawasan tertentu vang diiankan
Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan kendahan
tata kota;

d. jangka waktu pemasangan paling lama 1 ( satu ) bulan.

(4) Rumah tempat tinggal / hotel / restoran / warung makan dan
bentuk bangunan lain vang dicat relkdame ( wall painting )
dikatagorikan sebagai bentuk reklame papan dan diatur
sebageu berikut -

a mendapatken izn pemasangan dan Peabat  vang
berwenang,

b. mendapatkan izan tertulis dan pemilik rumah/ hotel /
restoran/ warung makan

¢. membayar Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

d. jangka waktu perianan paling lama 1 ( satu ) tahun.

e tidak mengeanggu keindahan tata kota



Pasal 8

Resiko yang terjadi sebagai akibat langsung atan tak langsung
alas  pemasangan  reklame  memjadi tmgoume jawab
penyelenggara atan pemasang reklame.

BAE VI
PERIZINAN
Pasal ©

(1) Penyelenggara  reklame yang melakukan  kegiatan
pemasangan, pencdinan  atan penyebaran reklame obyel
pajak maupun yang dikecnalibem dan obyel pajale. wayib
mendapatkan 12n pemasanean:

(2) Pelaksana pembenian ijin pemasangan atm penolaln
reklame dilaksanalan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Pasar ‘

(3) Penerbitan izin pemasangan atau penolakan reldame
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan
rekomendasi lokasi vang diberikan oleh Kepda Dinas /
Kantor terkait. masing — masing sebagai berikut -

a Kepala Dinas Pethubungan pada lokasi  didalam
lingkungan terminal, apill ( alat pemberi isyarat lalu
lintas ) dan rambu-rambu lalu lintas jalan

b Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya pada
lokasi lingkungan obyek-obyek wisata

¢ Kepala FKantor Kebersihan dan Pertamanan pada
lokasi pertamanan, jalur hijau dan bahu jalan serta
trotoar.

Pasd 10

Sasaran lokasi pemasangan diluar ketentuan dalam Pasal 9
ayat (3) termasuk pemasangan reklame kain ( spanduk ) pada
tiang pancang spanduk vang telah disediakan Pemerintah
Kabupaten dapat langsung ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Pasar tanpa rekomendasi lokasi dari dinas /
kemtor terkent.



BAR Vii
PROSEDUR DAN MEKANISME PERIZINAN
Pasal 11

(1) Untuk  mendapatkan  1z2n  pemasangan  sebagaimana
chmaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka penvelenggara
reklame chwapbkan mengaukan permohonan  tertuhis
kepada Kepala Ninas Pendapatan dan Pengelolasn Pasar.

(2) Permohonan dilampin keterangan atan contoh reldame yang
alean dipasang mehiputi -

1dentitas pemohon:

bentuk dan jenis reldame;

bahan reldame;

ukuran,

Jumlah/ volume;

jangka waktu pemasangan:

denah lokasi pemasangan reldame;

gambar kontruks: khususmm reklame megatron /
billboard / balilio,

surat perschujuan penulilc tanah atau bangunan apabila
dipasang di tanah atan bangunan milik perorangan.

TR0 A0 oR

koo

Pasal 12

(1) Berdasarkam permochonan Wajib Pgjak  tersebut  dalam

Pasal 11 ayat (1) dan ( 2 ) maka:

a Dalam waktu paling lama 4 ( empat ) hari kerja sejak
diterimanya surat permohonan, Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Pasar melaksanakan
peninjauan lokasi vang diinginkan pemohon:

b. 1. Dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) ha kenja
terhitung sejak  peninjauan lokasi, maka Kepda
Dinas/ Kantor terkait memberikan rekomendasi:

2. Apabila  dalam  waktu tersebut diatas tidak
memberikan  rekomendasi. maka  dianggap
menyeiuu

¢. Dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) hari kenja terhitung
sggak  pemberian rekomendasi, Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Pasar telah memberikan
keputusen



(2) Apabila melebihi batas wakitu yang ditentukan tersebut
ayat (1), belum diterbitkan keputusan kepada pemohon,
maka permohonan  pemasangan dianggap disetjui dan
pemohon dapat melakukan pemasangan / pendinan /
penyebaran reklame sefelah dikonfirmasikan kepada Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar.

Pasal 13

(1) Apabila lokasi pemasangan reklame ditolak, maka kepada
pemonon diberikan surat penolakan dan tetap diberikan
kesanpatan pengalihan lokasi;

(2) Pemohon / penyelenggara reklame yang telah mendapatkan
1an pemasangan dan membayar pajak sesua SKPD dapat
melakukan pendinan / pemasangan / penyebaran reklame;

(3) Tembusan keputusan pembernan 12n pemasangan atau surat
penolakan  terhadap penyelenggaraan rekiame dikinmkan
kepada Kepala Dinas / Kantor terkait

{(4) Bentuk fommwilir permohonan, rekomendasi dan keputusan
pembernian 1zin sebagaimana format Lampiran 111 (ab,c )
Peraturan 1m.

BAB VIII
PEMBONGKARAN
Pasal 14

(1) Reklame yang telah terpasang dan terbukn tidak mermlika
1an pemasangan, maupun melebili batas waktu yang
ditetapkan serta menyalali prosedur penpnan, dibongkar
oleh Satpol PP setelah dikoordinasikan dengan Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar;

(2) DBahan-bshan sisa bongkaran reklame yang tidak diambil
apabila melebilu batas walkitu 1 ( satu ) bulan akan menjadi
milik Pemerintah Kabupaten;

(3) Prosedur dan tata cara penghapusan barang milik daersh

dilaksanalcan sesuai peraturan perundang — undangan yang
berlaku.



BAB IX
KEWAJIBAN PENYELENGGARA REKLAME
Pasal 15

(1) Pemasang rekiame berkewmiban memenuhs prosechur dan
persyaratan yang berlaku vantu

a memihiky surat 1zin pemasangan sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 9 ayat (2);

b. membayar pajak reklame dan / atan sewa pemakaian
tanah sesua Peraturan Daerah yang beriaku-

(2) Melakukan pemantauan. pengawasan dan pengamanan
selama masa pemasangan sesua batas izn pemasangan
vang chberikan:

(3) Membongkar atan mencopot kembali sesuai batas walkta
yang ditetapkan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 16

(1) Melarang pemasangan segala bentuk dan jenis reldame pada
lokasi :
a didepan dan / atau menutup pandangan terhadap:
- Kantor — kantor Pemerintah. BUMN dan  BUMD
- Tenmpat — tempat peribadatan
- Tempat pendidikan:
b. rumah penduduk dan / atau bangunan lain milik
perorangan tanpa sei 2n yang bersangkutan.

(2) Melarang segala bentuk  dan jenis reklame dengan cara
pemasangan vang dapat membahavakan keselamuatan dan
mengganggu  keamanan. ketertiban  dan kenvamanan
masyarakal vailu
a menutup atau menghalangi pandangan rambu-rambu lalu
hntas, apill. lampu penerangan jalan dan atau cara lain
yang dapat mengganggu kelancaran berlalu lintas.

b. menutup atau menghalangi pandangan reklame vang
searah lainnya vang telah terpasang sebelunva:

c. menjorok lebih dari 2 ( dua ) meter dari batas perkerasan
jalan dengan ketinggian kurang dari 6 meter dari bates
bawah;



d. melintang diatas jalan yang dapat mengganogu
keselamatan falu hntas:

e dhatas frotoar dengan ketinggian kurang 3 ( tiga ) meter
dan batas bawsh:

f© menempel pada tiang hstmk. hang telephon atan lammva

yang dapat membahayakan keselamatan jrwa;

mengganggu  kemdahan dan  kebersthan kota secamn

LT,

merusal jahur hijan dan / atan pertamanan ummm:

menancapkan  pakun dan sgierusnya di pohon-pohon

pelindung atan penghijanan

]

=

(3) Melarang isi reldame yvang bersifat -
a provokanf’
b. pomografi:
c. bertentangan dengan norma / etika masyarakat:
d bersitat pertentamgan terbuka dengan pihak iz,

(4) Melarang  bahan reklame yang dapat membahayaican
keselamatan jiwa dan kerusaksan hinglumesn

BAR X]
RELOKASI REKILAME
Pasal 17

Dalam hal lokasi reklame vang telah terpasang dibutuhkan

Pemerintah vang mengakibatkan adanyn pemindshan dan / at

pengalihan tempat ( relokasi ), maka diatur -

a Rencana relokasi diberitahukan kepada wajib pajak /
penvel engeara reklame

b. Dalam waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak
pemberitahuan penyelenggara reklame wajib membongkar
reklame tersebut untuk dialihkan / dipindah ke lokasi lain
vang disetujui Pemenintah Kabupaten.

c. Apabila melebihi batas waktu tersebut pada huruf b belum
dilakukan pembongkaran, maka dianggap menvetujui dan
dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP dengan biaya vang
dibebankan lepada penvel enggara reklame

d Masa berlakunya reklame tersebut sesuai dengan batas
waktu 1an vang telah ditetapkan.



BARB Xil
PELAKSANA

Pasgal 18

(1) Pelaksana pemungutan pajak reblame adalah Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Pasar:

(2) Pelaksana pengawasan dan penertiban reklame adalah Tim
Penertiban Reklame yang ditetapkan dalam Kepuitusai
tersendin

Pasal 19

Dalam hal terjadi pelanggaran vang berakibat pada proses
peradilan maka wajib melibatkan Penyidik  Pegawai Negen
Sipil ( PPNS ) di lingkungzn masing — masing  Perangkat
Uaerah.

BAB Xili
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 20

(1) Petugas Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan  Pasar
malakukan  pendafiaran  waijib pajak  dengan  cara
mengirmkan formulir kepada wajib pajak untuk diisi dan
dikinmkan kembali, atau dengan cara mendatangi langsung
ke tempat wajib payak untuk mengisi formulir pendafiaran:

(2) Berdasarkan pendafiaran diperoleh akurasi data perpajakan
sebagai dasar perhitungan besarya pajak guna diterbithan
SKPD

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

(1) Berdasarkan SKPD, wajib pajak diharusian membayar
hunas sebefum batas waln beraichir kepada Kasir Penernima
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar, guna disetoriam
ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam tertiung sejakc
diterimanya setoran atan pembayaran rersebut-



(2) Dalam hal pembayaran dilakukan langsung kepada atau
oleh Petugas Pajak yang memulika bukt din syah diserta
surat tugas dan Dinas Pendapatzn dan pengelolasn Pasar,

s maka petugas cimaksud wapb menyetorkan kepada Kasr
Penenma paling lama 2 X 24 jam sejak ditenmanya setoran
. aran pembayaran tersebur

BAB XV

TATA CARA MENGANGSUR DAN MENUNDA
PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Wajib Pagjak yang melakukan pembayaran pajak dengan
cara mengangsur atau menunda kewajibannva dalam batas-
batas waktu tertentu. harus mendapatkan persetujuan
Bupati

L8 )

(2) Permohonan mengangsur atau menunda disampaikan secara
tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Pasar dengan ketentuan -

a batas waktu pamohonan selambat-lambatnya 14 ( empat
belas ) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDER
SKPDEBT. atau STPD:

b. permohonan sekurang - kurangnya dilampiri -
I. alasan — alasan dan bukti atau keterangan vang kuat
untuk mengangsur atan menunda pembayaran pajak

A

2. fotokopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. atau STPD
vang diterimanva

(3) Apabila dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan terhitung
sgjak  ditenmanva surat permohonan  tidak  diterbitkan
keputusan oleh pejabat vang berwenang atas narie Dupaii,
maka permohonan wejib pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Pembayaran pajak dengan cara mengangsuir alau  menunda
scbagaimana dimaksud Pasal 13 dikenakan tambahan bunga
sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari jumiah pajak vang
: teruiang pada bulan vang bersamgkutan.



.

A

BAB XVI

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBETUILAN

Pasal 24

(1) Wajib pajal- yane mengajukan kenngman dan /  atm
pengurangan - atas  besammya  ketetapan  pajak dapat
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar:

(2) Permohonan keringanan dan / atan pengurangan digjukan
secara tertulis dengan ketentuan -

a batas waktu permohonan paling lama 30 ( tiga puluh )
han  terhitng  sejal:  tangpeal  diterbitlan SKPD,
SKPDKRB, SKPDKRBT, atam STPD:

b. permohonan sekurang - kurangnya dilampirs -
1. alasan-alasan dan bukti atau keterangan yang kuat
pengurangan. pembetulan atan penghapusan sanksi:
2. fotokopy SKPD, SKPDKR. SKPDERT , atau STPD
vang ditenimanya

(3) Apabila dalam waktu 3 ( tiga ) bulan sejak diterimanya
surat permohonan wajib pajak termyata tidak diterbitkan
keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama Bupati,
maka permohonan  dimaksud diamgpap diterima  atau
dikabulkan.

Pasal 25

SKPD, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD yang terdapat
kekeliruan atau kesalahan hitung atau tulis dan / atau pengenaan
sanksi administrasi yvang berupa denda atau bunga dapat
dilakukan pembetulan atau penghapusan.

BAB XVII
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
| Pasal 26
Plutang  Pajak dapat dihapuskan dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Penghapusan Pajak apabila  memenuhi persyaratan

vaitir -



a pajak yang terutang melebihi batas waktu 5 ( ma ) talun
dan dinyatakan kedaluwarsa:

b. wayib pajak benar-benar dalam kondis pahit atau bangiona
dan sama sekah ndak mampu membayar pajak  vang
terutang. dibmktikan dengan surar keterangan dan aparat
vang berwenang:

c. wayib pajak atau kuasanva tdal- diketahn iao1 alamar aram
tempat tinggal tetap:;

BAB XVII
TATACARA KEBERATAN
Pasal 27

(1) Keberatan atas jumlah pajal: yang ditetapkan dapat diajukan
wagib  pajak  kepada Bupat  melalu Kepala Dinas

i Pendapatan dan Pengelolaan Pasar paling lama 3 ( tiga )
bulan sejak tanggal di tetapkannya SKPD, SKPDER
SKPDERT atau SKPDLE:

(2) Permohonan diajukan secara tertulis sekurang- kurangnya
—

a fotokopy Swrat Ketetapan Pajak;

b. alasan - alasan dan bukti pendukung lainnya yang kuat
dan sysh untuk mendukung keberatan besamya pajak
vang telah ditetapkan:

A

(3) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung
- sqak  diterimanya Swrat Permochonan tidak diterbitkan
keputusan. maka permohonan keberatan dianggap diterima

atau dikabulkan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATI#
Pasal 28
Wajib Pajak vang tidak atau kurang bavai sesuai juanlali e k.
. yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebesar 2 % ( dua persen ) dari jumlah pajak terutang setiap
bulan;



Pasal 29

Reklame yimg telah terpasang dan terbukti tidake mendapatkan
12N pemasangan serta tidak membayar pajak. maka selam
cikenakan sankst  pencopotan atay pembongkaran oleh Tim
Penertiban Rekdame. ditambah denda paling banyak 2 ( dua)
kali perhihmgan MNilai Sewa Reklame, serta chtambah jarmmnan

braya bongkar yang dibehanican kepada penvelencoara reldame:

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Reklame yang telah terpasang sebelum citetapleannyn Peraturon
Bupatt mi, dibenkmn kelonggaran sampai  batas walkty
berakhimyn 12n pemasangan.

BAB XXl
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Segala biava vang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten.

Pasal 32

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Puapati imi
sepanjang menvangkut tekmis pelaksanaannya diatur dalam
Keputusan tersendin

Pasal 33

Segala bentuk dan corak ragam publikasi atau penyebar - luasan
mformasi yang tidak termasulk katagon reklame sebaggimana
cimaksud  dalam  Peraturan Bupati ini. maka tata cara
pemasangan dan perianan dilaksanakan sesuai  Peraturan
Perundang — undangan yang berlaku.



Pasal 34

Bupati Rembang Nomor 515 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Payak Relkdame dicabus  dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangken.
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PENJABAT BUPATI REMBANG

ol
é )
WIDADIL

PEJABAT | PARAP
Diundangkan di Rembang T seros | @
padatanggal 31 Maretr 2005 ot E
SEKRETARIS DAERAH o s (1]
KABUPATEN REMBANG e i

H WIRATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
2005 NOMOR 48.. SER\ B HOMOR 2



